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ABSTRACT 

 

The conditions that must be met to be recognized as the existence of a state in the recognition of international law 

are regulated in the 1933 Montevideo Convention. In 2021 the Taliban take control of all of Afghanistan and 

become the legitimate government of Afghanistan,should be recognized as legitimate power. Problem Formulation: 

(1) How is the position of the Taliban in the review of International Law (2) How does the juridical study of the 

Taliban as a group succeed in overthrowing the Afghan government. The research uses normative law.The data 

sources use secondary data. Data collection techniques use document studies. Research conclusions (1) the 

position of the new Afghan government led by the Taliban is a statement from other countries and does not affect 

the status and existence of the Taliban government. (2) the coup carried out by the Taliban is basically legal 

because international law does not regulate coups. 
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PENDAHULUANi  

Menurut F. Sugeng Istanto mengemukakan 

“Definisi hukum internasionalidalam suatuirumusan 

yangimembedakan dengan hukum perdata 

internasional sekaligus menolak pandangan bahwa 

hukum internasional hanyalahiimerupakan 

moraliiinternasionaliisaja”.[1] Pada bulan Agustus 

tahun 2021 Taliban sebagai kelompok pemberontak 

berhasil menguasai sepuluh wilayah negara 

Afghanistan dalam kurun waktu enam hari hal ini di 

mulai semenjak pasukan Amerika Serikat 

menggundurkan diri dari wilayah Afghanistan dan hal 

ini di manfaatkan oleh kelompok Taliban untuk 

menguasai negara Afghanistan sepenuhnya dan 

membuat pemerintahan yang baru.Taliban sebagai 

pemerintahan sah negara Afghanistan yang sekarang 

pada kenyataannya seharusnya diakui sebagai 

kekuasaan yang sah karena telah berhasil menguasai 

wilayah negara Afghanistan sepenuhnya namun pada 

kenyataannya banyak negara seperti negara Amerika 

Serikat, Prancis, dan Inggris tidak mengakui 

kekuasaan Taliban. Hal ini lantas akan membuat 

berbagai pihak yang ada di dunia binggung 

bagaimana kedudukan Taliban dalam hukum 

internasional apakah sebagai suatu kekuasaan yang 

sah atau tidak yang di karenakan statusnya masih 

samar-samar sebagai sebuah intensitas yang berdaulat 

atas suatu negara atau bukan.Pengakuan dari negara 

lain merupakan suatu hal yang penting bagi 

keberlangsungan kelompok Taliban dalam menguasai 

negara Afghanistan karena tanpa adanya pengakuan 

akan menjamin kedaulatan dan kekuasaan Taliban, 

pengakuan juga akan menjamin pendudukanitempat 

yangiwajar bagiiorganisme politikiyang merdekaidan 

berdaulatidi tengah-tengahikeluarga bangsaisehingga 

secaraiaman mengadakanihubungan denganinegara-

negara lain.Dalam hukum internasional terdapat suatu 

syaratiyang harusidipenuhi untukidiakui sebagaiisuatu 

eksistensi negarai dalam pengakuan hukum 

internasional,hal ini diatur di dalam iKonvensi 

Montevideoitahun 1933iyaitu tentangiHak daniTugas 

Negaraidalam hukum internasional,syarat-syarat yang 

harus dipenuhi menurut Konvensi Montevideo 1933 

untukimenjadi sebuahinegara adalah : 

1. Adanyaipenduduk yangitetap dari suatuiwilayah 

atau negara.  

2. Memiliki wilayahiyangipasti.  

3. MemilikiiPemerintahan yangiberdaulat.  

4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan 

internasionalidengan negarailain. 

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah kedudukan kelompok Taliban 

dalam tinjauan hukum internasional? 
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2. Bagaimanakah kajian yuridis kelompok Taliban 

sebagai kelompok yang berhasil menggulingkan 

pemerintahan sah Afghanistan? 

TUJUAN PENELITIAN  

1. Untukimenganalisis kedudukan kelompok Taliban 

dalam tinjauan hukum internasional. 

2. Untuk menganalisis kajian yuridis kelompok 

Taliban sebagai kelompok yang berhasil 

menggulingkan pemerintahan sah Afghanistan. 

METODE 

1. JenisiPenelitian 

Jenisipenelitian yangidigunakan penulisidalam 

penelitianiiiini adalahiiijenis penelitianiiyuridis 

normatif. 

2. Sumber Data 

a. DataiSekunder 

1) Bahan hukum primer yang terdiri dari : 

a) KonvensiiMontevideo 1933itentangiHak 

Dan TugasiNegara. 

b) Konvensi Jenewa 1949 tentang 

PerlindunganiKorbaniPerang. 

c) ProtokoliTambahan I dan II tahuni1977 

tentangiiPerlindungan Penduduk Sipil 

Dan Perlindungan Korban Sengketa 

BersenjataiNon-Internasional. 

d) Piagam PBB 

2) Bahanihukum sekunderiyang terdiriidari : 

a) Buku-bukuiyang berkaitanidenganiobjek 

penelitian. 

b) Dokumen. 

c) Jurnalidaniartikel. 

d) Internet dan makalah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penulisimenggunakan teknikipengumpulanidata 

studiidokumen. 

4. AnalisisiData 

Data sekunder yang telah disusun secara 

sistematisiikemudian dianalisaiisecaraiiperspektif 

denganimemakai metodeianalisisikualitatif.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kedudukan Kelompok Taliban Dalam 

Tinjauan Hukum Internasional. 

MenurutiPasal 3iDeklarasi Montevideoitahun 

1933 tentangiHak-hak DaniTugasiNegara yang 

menjelaskan bahwaikeberadaan suatu politik 

negaraibebas dariipengakuan olehinegara-negara 

lain. Dalamiimemberikan pengakuaniiterhadap 

suatuinegara atau pemerintahan baruiadaibeberapa 

teoriidasar yangidapatidipedomani. Pertamaiadalah 

teori deklaratoir (declaratory theory) yang 

dikemukakan oleh J.G Strake: “Apabilaisemua 

unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu 

masyarakat politik, makaidengan sendirinyaitelah 

merupakanisebuah negara yang harus diperlakukan 

secara demikian oleh negara-negara lainnya. 

Dengan katailain, hukumiinternasional secaraiipso 

facto harusimenganggap masyarakatipolitik yang 

bersangkutanisebagai salahiisatu negaraiidengan 

hak-hak daniikewajiban-kewajiban yangiidengan 

sendirinyaimelekatipadanya”[2] 

Berdasarakaniteori yangidikemukakan olehiJ.G. 

Strakeimaka penulisidapat menyimpulkanibahwa 

kedudukanipemerintahan baruinegaraiAfghansitan 

yang dipimpin oleh kelompok Taliban saat ini 

adalah bentuk pengakuan hanya bersifat 

pernyataan dari negara-negara lain dan tidak 

mempengaruhi status kedudukan maupun 

eksistensi pemerintahan baruiiTalibaniiditengah-

tengah masyarakatiinternasional, jika pun tidak 

ada negara yang tidak mengakui pemerintahan 

Taliban maka hal ini tidak akan berpengaruh 

terhadap status kedudukan negara itu di tengah-

tengah masyarakat internasional. 

B. Kajian Yuridis Kelompok Taliban Sebagai 

Kelompok Yang Berhasil Menggulingkan 

Pemerintahan Sah Afghanistan. 

Istilah kudeta memilikiiiarti tindakaniiyang 

bersifatiimendadak, menentukaniidramatis dan 

biasanyaiberhasil. Kataicoup atauikup berasalidari 

bahasaiPerancis coupid’etat yangiberarti pukulan 

yangiimerobohkan. [3] Menyangkut kudeta yang 

dilakukan kelompok Taliban terhadap 

pemerintahanisebelumnya, bisaijuga ditinjauidari 

PiagamiPBB dalamiPasal 2iAyat (7)iyangiisinya: 

“Tidakiada satuiketentuan-pun  dalam iPiagam  ini  

yang  memberi  kuasa  kepada  Perserikatan 

Bangsa-Bangsa  untuk  mencampuri  urusan-

urusaniyang  padaihakekatnyaitermasukiurusan 

dalamiinegeri  sesuatuiinegara  atauiimewajibkan  

anggota-anggotanyaiuntuk menyelesaikaniurusan-

urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan 

Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak 

mengurangi ketentuan mengenai penggunaan 

tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum 

dalamiBab VII”. 

Dewan KeamananiPBB tidakimelihat 

legalitasidari kudeta, tapiimenilai apakahikudeta 

itu berdampakiatau tidakiterhadap keamanan dan 

perdamaian dunia internasional yang 

artinyaibahwa ketentuan akanikudeta yang 



dilakukanioleh kelompokiTaliban adalah tidak 

diaturidalam hukumiinternasional yangiada pada 

saat ini,PBBihanya akanimelihat apakahikudeta 

yangidilakukan olehiikelompok Talibanitersebut 

akan berdampakiiatau tidakiibagi keamananidan 

stabilitasiInternasional yang ada.Maka berdasarkan 

kajian diatas penulis memiliki kesimpulan bahwa 

kajian yuridis atau hukum yang berkaitan tentang 

kelompok Taliban sebagai kelompok yang berhasil 

menggulingkan pemerintahan sah Afghanistan 

bahwa kudeta yang dilakukan oleh kelompok 

Taliban pada dasarnya sah karena hukum 

internasional tidak ada mengatur tentang kudeta 

yang dilakukan oleh suatu kelompok disuatu 

negara.Piagam PBB juga melarang untuk 

mencampuri urusan dalam negeri suatu negara 

sehingga kudeta dapat dilakukan mengingat 

banyak sekali dahulunya negara-negara di dunia 

ini melakukan aksi kudeta yang sama  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Bahwa kedudukan pemerintahan baru negara 

Afghansitan yang dipimpin oleh kelompok 

Taliban saat ini adalah bentuk pengakuan 

hanya bersifat pernyataan dari negara-negara 

lain dan tidak mempengaruhi status kedudukan 

maupun eksistensi pemerintahan baru Taliban 

ditengah-tengah masyarakat internasional,jika 

pun tidak ada negara yang tidak mengakui 

pemerintahan Taliban  maka hal ini tidak akan 

berpengaruh terhadap status kedudukan negara 

itu di tengah-tengah masyarakat internasional. 

Kelompok Taliban berhasil menguasai negara 

Afghanistan sepenuhnya maka memang status 

dan keududukan pemerintahan Taliban tidak 

akan menghilangkan status dan kedudukan 

negara Afghanistan sebagai subjek hukum 

internasional,akan  tetapi jika pemerintahan 

baru negara Afghanistan yang dikuasai rezim 

Taliban saat ini tidak dapat pengakuan dari 

negara-negara internasional atau masyarakat 

internasional maka hak-hak negara Afghanistan 

akan terganggu dan tidak dapat terpenuhi 

dalam masyarakat internasional. 

2. Taliban sebagai kelompok yang berhasil 

menggulingkan pemerintahan sah Afghanistan 

bahwa kudeta yang dilakukan oleh kelompok 

Taliban pada dasarnya sah karena hukum 

internasional tidak ada mengatur tentang 

kudeta yang dilakukan oleh suatu kelompok 

disuatu negara.Piagam PBB juga melarang 

untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu 

negara sehingga kudeta dapat dilakukan 

mengingat banyak sekali dahulunya negara-

negara didunia ini melakukan aksi kudeta yang 

sama. 

B. Saran 

1. Penulis mengharapkan kelompok Taliban 

sebagai penguasa pemerintahan sah negara 

Afghanistan yang sekarang hendaknya 

memperhatikan kondisi keadaan rakyatnya 

dalam hal kesejahteraan, kehidupan yang layak, 

Hak Asasi Manusia,dan perlindungan dan 

keamanan bagi masyarakat yang mana negara 

tersebut telah hancur lebur dengan masuknya 

pasukan Amerika Serikat dan NATO yang 

melakukan invansi militer. 

2. Penulis menyarankan sehrusnya Amerika 

Serikat dan sekutunya tidak terlalu ikut campur 

dengan masalah dari suatu negara lain,sehingga 

membuat negara yang disinggahi oleh AS dan 

sekutunya kebanyakan selalu hancur lebur 

seperti kejadian di Timur Tengah. 
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